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RINGKASAN

Penulisan skripsi dengan judul ¥ TANGGUNG JAWAB YURIDIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA DALAM
MELINDUNGI KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 “ di latar belakangi oleh adanya
krisis moneter yang terjadi di negara Indonesia dalam beberapa tahun
ini, yang berakibat pula pada menurunnya daya beli masyarakat. Untuk
golongan masyarakat atas tentu saja masih mampu untuk membeli atau
mengkonsumsi air minum dalam kemasan, akan tetapi untuk
masyarakat golongan menengah ke bawah tentu saja tidak mampu lagi
untuk membeli atau mengkonsumsi air minum dalam kemasan. Bertitik
tolak pada keadaan tersebut maka banyak bermunculan pelaku-pelaku
usaha baru yang menawarkan produk air minum yang lebih murah yang
di kenal masyarakat sebagai produk air minum isi ulang.

Rumusan permasalahan yang ada dalam skripsi ini antara lain
1) bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat
mendirikan depot air minum isi ulang, 2) lembaga yang mempunyai
kewenangan untuk mengawasi, memonitor atau memantau kualitas air
minum isi ulang dan depot air minum isi ulang serta 3) bagaimana cara
untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dengan
depot air minum isi ulang,

Tujuan dalam penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengkaji
dan menganalisis tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk
dapat mendirikan depot air minum isi ulang, mengkaji dan menganalisis
tentang lembaga mana yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi,
memonitor atau memantau kualitas air minum isi ulang dan depot air
minum isi ulang, serta mengkaji dan menganalisis bagaimana proses
penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dengan depot air
minum isi ulang.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode vang bersifat
deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung

xu
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oleh data-data empiris, pengumpulan data-data yaitu mengunakan studi
literatur yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur,
karya ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
Untuk kelengkapan fakta dan validitas data, penulis juga menggunakan
studi lapangan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-
pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Jember.

' Kesimpulan yang dapat penulis kemukakan antara lain 1) syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha depot air minum isi ulang
untuk dapat mendirikan depot air minum isi ulang antara lain berkaitan
dengan peralatan yang dipergunakan, lokasi usaha yang berukuran 3 x
4 m, listrik 450 watt, serta memiliki 2 tandon penampungan air ; 2)
lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi, memonitor
atau memantau kualitas depot air minum isi ulang dan depot air minum
isi ulang adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Dinas
Kesehatan ; 3) Proses penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh
konsumen apabila ia dirugikan oleh depot air minum isi ulang
sehagaimana ketentuan yang ada dalam Undang-undang No.8 th 1999
antara lain pemberian ganti kerugian, penyelesaian sengketa melalui
pengadilan serta penyelesaian sengketa melalui BPSK,

Saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini
antara lain 1) pemerintah diharapkan mengeluarkan peraturan
perundangan khusus yang mengatur mengenai usaha air minum isi
ulang vang meliputi syarat-syarat pendirian, perizinan, penggunaan air
baku, dan lain-lain ; 2) pemerintah melalui Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan dan Dinas Kesehatan wajib mengeluarkan suatu PP untuk
memberikan perlindungan terhadap konsumen air minum isi ulang dan
mengefektifkan kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan ;
3) pemerintah mampu bertindak tegas terhadap para pengusaha air
minum isi ulang yang secara nyata terbukti telah merugikan konsumen.

X1
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BEAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan nasional di berbagai sektor di tandai
dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Dengan demikian
masyarakat semakin kritis sehingga memiliki kesadaran yang tinggi
untuk mengkonsumsi air minum yang bersih dan menyehatkan. Dengan
kata lain masyarakat sangat membutuhkan air minum vang tidak
membahayakan dan tidak merugikan dirinya.

Sejalan dengan perkembangan ini, di pasaran banyak alternatif
produk air minum dengan berbagai ragam kemasan, isi dan harga.
Semua produk selalu di janjikan oleh pelaku usaha sebagai produk air
minum bermutu dan menyehatkan yang telah diuji melalui laboratorium
Departemen Kesehatan RI.

Semua pelaku usaha selalu menyatakan bahwa produk air
minum yang dihasilkan telah di proses secara higienis melalui cara
filtrasi (penyaringan), penyerapan bau dan pembunuhan kuman atau
bakteri schingga layak untuk di konsumsi, Sebagaimana diketahui,
produk air minum yang beredar dan atau vang ditawarkan pada
masyarakat, tentu saja berbeda satu sama lain, berkaitan dengan cara
pengolahan, kondisi dan air baku yang digunakan.

Dengan adanya krisis moneter yang terjadi negara kita dalam
beberapa tahun ini, berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat,
Untuk golongan masyarakat atas tentu saja masih mampu membeli atau
mengkonsumsi  air minum dalam kemasan, akan tetapi untuk
masyarakat golongan menengah ke bawah tentu saja tidak mampu lagi
untuk membeli dan mengkonsumsi air minum dalam kemasan,

Bertitik tolak pada keadaan tersebut maka banyak bermunculan
pelaku-pelaku usaha baru yang menawarkan produk air minum yvang
lebih murah yang dikenal di masyarakat sebagai produk air minum isi
ulang. Penawaran semakin banyak di masyarakat, namun semua
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tergantung pada masyarakat untuk memilih produk yang dianggap baik
dan berkualitas sebagai standart higienis air minum.

Dengan pesatnya perkembangan industri air minum isi ulang di
kota-kota besar khususnya Surabaya, tentu saja menimbulkan
permasalahan baik dari segi yuridis maupun dari segi kualitas. Ditinjau
dari segi yuridis, para pelaku usaha mendirikan usaha air minum isi
ulang tanpa dilengkapi surat-surat perijinan, sehingga sejauh ini tidak
ada pengendalian dari pemerintah secara langsung, sedang dari segi
kualitas proses produksi air minum isi ulang yang sangat sederhana
sehingga belum memenuhi standart higienis yang telah ditetapkan oleh
Departemen Kesehatan RI.

Dalam kenyataan dilapangan para pelaku usaha air minum isi
ulang hanya berpegang pada selembar surat hasil tes produk dari
laboratorium Departemen Keschatan Rl yang menvatakan bahwa
produknya tersebut dapat di konsumsi. Namun pada kenyataannya hasil
tes ini masih belum bisa menjamin bahwa semua mutu produk vang
dihasilkan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan bilamana terjadi
produk tidak bermutu tersebut membahayakan konsumen.

Pemerintah sejauh ini telah menetapkan Undang-undang No 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penetapan Undang-
undang ini oleh pemerintah dimaksudkan memberikan perlindungan
hukum terhadap masyarakat khususnya konsumen yang selama ini
telah banyak dirugikan oleh produsen. Hal ini dikarenakan meskipun
selama ini telah banyak konsumen yang dirugikan oleh produsen akan
tetapi para konsumen tersebut tidak pernah melaporkan hal tersebut
sebagal penanganan lebih lanjut terhadap hal ini belum ada.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis merasa tertarik
untuk membahas serta mengkaji segala permasalahan vang ada di
dalam masyarakat yang terkait dengan masalah air minum isi ulang,
sehingga penulis berkeinginan untuk menulis skripsi dengan judul
“TANGGUNG JAWAB YURIDIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN SURABAYA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN AIR MINUM
ISI ULANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999".
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1.2 Ruang Linglkup

Agar tidak menimbulkan salah pengertian atas tujuan vang
hendak dicapai dalam membahas dan mengkaji upaya dalam melindungi
konsumen air minum isi ulang ini maka penulis membatasi ruang
lingkup skripsi ini pada syarat-syarat vang harus dipenuhi untuk dapat
mendirikan depot air minum isi ulang, lembaga mana yang mempunyai
kewenangan untuk mengawasi, memonitor atau memantau kualitas air
minum isi ulang dan depot air minum isi ulang serta upava penyelesaian
sengketa antara konsumen dengan depot air minum isi ulang,

1.3 Rumusan Masalah

Dann  wuraian dalam latar belakang tersebut diatas maka
permasalahan yang dapat ditarik dalam skripsi ini dapat dirumuskan
sebagai berikut :

l. Syarat-syarat apa saja vang harus dipenuhi untuk dapat mendirikan
depot air minum isi ulang;

2. Lembaga manakah yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi,
memonitor atau memantau kualitas air minum isi ulang dan depot
air minum isi ulang;

3. Bagaimana cara penyelesaian sengketa antara konsumen dengan
depot air minum isi ulang.

1.4 Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini mempunyai dua macam tujuan, yaitu :
1.4.1 Tujuan Umum, yang merupakan tujuan vang bersifat akademis,
yaitu :
a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
b. Untuk memberi kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada
masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas
Hukum pada khususnya dalam bidang ilmu hukum;
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¢. Untuk menerapkan pengetahuan tentang ilmu hukum yvang diperoleh
sclama masa studi, dalam membantu mewujudkan masyarakat yang
aman dan tentram serta berkualitas.

1.4.2 Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini,

adalah :

a. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang syarat-syarat yvang harus
dipenuhi untuk dapat mendirikan depot air minum isi ulang;

b. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang lembaga mana wvang
mempunyai kewenangan untuk mengawasi, memonitor atau
memantau kualitas air minum isi ulang dan depot air minum isi
ulang;

¢. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana proses penyelesaian
sengketa yang terjadi antara konsumen dengan depot air minum isi
ulang.

1.5 Metodologi

Guna mendapatkan data-data yang diperlukan didalam penulisan
skripsi ini diperlukan adanya metode-metode untuk menjamin
kebenaran data yang diperoleh, mengingat betapa pentingnya fungsi
metode penelitian yang penulis akan pergunakan.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif vang
didukung oleh data-data empiris. Metode yuridis normatif yaitu suatu
pendekatan masalah dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang
terdapat di dalam peraturan perundang-undangan vang berlaku dan
berkaitan dengan masalah yang diangkat di dalam skripsi ini
(Hadikusuma, 1995:60). Data-data empiris adalah data-data yang
diperoleh dengan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan
yang dilakukan untuk mendapatkan data dan keterangan dari pihak
vang terkait dalam hal ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
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Surabaya serta Dinas Kesehatan Kabupalen Jember sebagai bahan
kajian.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penulisan yang
dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam penulisan
skripsi ini sumber data yang digunakan adalah :
1.4.2.1 Sumber data primer

yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan

berupa wawancara dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan Surabaya dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah vang

akan di bahas selengkap mungkin dan sebenarnya sesuai dengan
survey di lapangan,
1.4.2.2 Sumber data sekunder

yaitu sumber data vang diperoleh dan :

4. peraturan perundang-undangan vang berlaku dan mempunyai
relevansi yang erat dengan pokok permasalahan, misalnya
peraturan  perundang-undangan yang dapat menjawab
permasalahan;

b. pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin
yang secara langsung atau tidak langsung (Seekanto, 1986:12).

1.4.3 Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data menggunakan dua macam cara, yaitu :
a. Studi literatur
Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan
mempelajari perturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah
dan artikel yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

b. Studi lapangan

Pengumpulan data yang berhubungan secara langsung dengan pokok
permasalahan dalam skripsi ini, dimana penulis melakukan
penelitian secara langsung dilapangan untuk mendapatkan
kelengkapan fakta dan validitas data. Penulis mengadakan
wawancara lansung dengan Dra. Siti Noer Riefatian, Apt selaku
Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
dan Drs. H Nur Dajadi, Apt selaku Kasubdin Farmakmin Dinas
KResehatan Kabupaten Jember mengenai masalah vang ada dalam
skripsi ini.

1.4.4 Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu dilakukan dengan
mengumpulkan data vang kemudian disusun secara sistematis. Data
yang telah disusun secara sistematis itu lalu dianalisa dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatf
adalah metode untuk memperoleh gambaran permasalahan yang tidak
berdasarkan angka-angka, melainkan didasarkan pada suatu peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan
yang dibahas. Agar diperoleh hasil analisa yang baik, maka digunakan
metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah suatu metode
analisa yang berangkal dari pengetahuan yang bersifat umum menuju
permasalahan  yang  bersifat  khusus  untuk  memperoleh  suatu
kesimpulan (Soemitro, 1990:98),
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Perlindungan terhadap konsumen akhir-akhir ini banyak
menimbulkan persoalan. Diberbagai media banyak dijumpai bagaimana
konsumen menuntut kepada pihak produsen karena mereka merasa apa
yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan dan yang lebih
memprihatinkan adalah tuntutan atau keluhan itu hanya mendapatkan
perhatian yang sedikit dari produsen dan juga oleh pemerintah sebagai
pihak pengawas.

Menjamurnya usaha air minum isi ulang sebagai sarana untuk
mengembangkan bisnis dari tahun ke tahun semakin meningkat,
Penawaran terhadap air minum isi ulang sebagai salah satu produk air
minum yang lebih murah oleh produsen kepada konsumen juga semakin
banyak diminati, Bukan saja oleh produsen tetapi juga olch konsumen.
Akan tetapi hal ini belum didukung oleh peraturan perundang-
undangan yang secara khusus mengatur tentang air minum isi ulang
tersebut, Tidak adanya aturan tersebut tidak saja merugikan
konsumen, tetapi juga menyulitkan para pengusaha air minum isi ulang
dalam rangka memperluas bisnisnya tersebut.

Kurangnya perlindungan hukum terhadap konsumen air minum
isi ulang oleh produsen dapat dilihat antara lain dari sistem produksi air
minum isi ulang itu sendiri, yaitu dengan tidak dimilikinya laboratorium
sendiri guna memeriksa produknya tersebut, schingga sejauh ini belum
diketahui apakah produk tersebut sudah memenuhi standar higienis
yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Rl atau belum, Selain
itu air baku yang digunakan juga berada diluar pengawasan Dinas
Kesehatan dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

Diharapkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam membeli air
minum isi ulang, sebab belakangan ini banyak ditemukan produk air isi
ulang vang tidak higienis. Sudah menjadi kenyataan di lapangan bahwa
produk air minum isi ulang banyak menimbulkan permasalahan dan
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merugikan serta membahayvakan konsumen, antara lain produknva
berwarna, berlumut, dan berasa. Produk demikian tidak layak untuk
dikonsumsi oleh konsumen.

Hal seperti ini dialami oleh Veny, mahasiswa ITS yang tinggal di
kawasan Keputih Sukolilo. Pada saat mengisikan galon disalah satu
depot air minum isi ulang di daerahnya dia menemukan bintik-bintik di
dalam air tersebut, yang berwarna hijau kebiru-biruan mirip jamur
sehingga ia langsung membuangnya. Pengalaman yang hampir sama
dialami oleh Diana. Namun dalam hal ini bukan jamur yang dijumpainya
melainkan cacing dengan panjang 2 cm. Benda itu bergerak melayang-
layang di dalam galon, jumlahnya ada 4 cacing | Surya, 14 Juni 2003),

Perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang
masih sangat kurang, ini dapat kita lihat dari fakta diatas, karena pada
kenyataannya masih banyak masyarakat dalam hal ini konsumen alr
minum isi ulang yang banyak dirugikan, sehingga diharapkan
pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur  secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap
konsumen air minum isi ulang agar tidak ada salah satu pihak yang
merasa dirugikan oleh pihak yang lain.

2.2 Dasar Hukum
4 Dasar hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa
ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam
tulisan ini. Beberapa ketentuan-ketentuan hukum tersebut adalah
sebagai berikut :
l. Kitab Undang Undang Hukum Perdata

a. Pasal 1365

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian
kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

b. Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang
disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian vang
disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.
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¢. Pasal 1367

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang
disebabkan perbuatannva sendiri, tetapi juga untuk kerugian
yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi barang-
barang yang berada di bawah pengawasannya.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
a. Pasal 1

(1) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya Kkepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada konsumen.

(2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain
dan tidak untuk diperdagangkan.

{3) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirtkan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi,

(4) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat
dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yvang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan
oleh konsumen.

b. Pasal 19

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi  barang dan/atau jasa dihasilkan atau
diperdagangkan.

(2) Gant rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau barang dan/jasa yang sejenis atau
setara  nilainya, atau  perawatan  keschatan dan/atau
pemberian santunan yang sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat () udak menghapuskan kemungkman adanya tuntutan
pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya
unsur kesalahan.
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(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2]
tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan
bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

¢. Pasal 45

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku
usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa
antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan
yang berada di lingkungan peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui
pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan
sukarela para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab
pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen
di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat
ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil
oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa,

d. Pasal 46
(1] Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

a.
b.

C.

Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris vang
bersangkutan ;

Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang
Sama;

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum
atau  yayasan, yang dalam anggaran dasarmya
menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya
organisasi tersebut  adalah untuk kepentingan
perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan
sesual dengan anggaran dasarnya;

Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan
mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau
korban yang tidak sedikit.

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, atau
huruf d diajukan kepada peradilan umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang beasr
dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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¢. Pasal 47

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi
dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak
akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian
yang diderita oleh konsumen .

{. Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu
pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan
memperhatikan ketentuan dalam pasal 45.

g. Pasal 49

(1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen
di Dacrah Tingkat Il untuk penyelesaian sengketa konsumen di
luar pengadilan.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi scorang anggota badan
penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi
syarat scbasgai berikut :

8. warga negara Republik Indonesia;

b. berbadan sehat

¢, berkelakuan baik

d. tidak pernah dihukum karena kejahatan

¢. memiliki pengetahuan dan pengalaman di  bidang
perlindungan konsumen ;

[. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun,

(3] Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur
pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.

(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berjumlah  sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan scbanyak-
banyaknya 5 (lima) orang.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian
sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

3. Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 907 / Menkes / SK / VII /
2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minurm
a. Pasal 1l
(1) Ar minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau
proses pengolahan yang memenuhi syarat keschatan dan
dapat langsung di minum.

(3) Pengelola penyediaan air minum adalah Badan usaha yang
mengelola air minum untuk keperluan masyarakat.
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b. Pasal 1l

Setiap Pengelola Penyedia Air Minum yang melakukan perbuatan

yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam

Keputusan ini yang dapat mengakibatkan gangguan keschatan

masyarakat dan merugikan kepentingan umum dapat dikenakan

sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan
peraturan yang berlaku.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Balai Besar Pengawas Obat dan Mukanan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah suatu badan
yang mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan dan juga
pembinaan terhadap usaha atau bisnis depot air minum isi ulang.
Dalam melakukan pengawasan dan pembinaannya ini, Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan Surabaya tidak melakukannya sendiri
melainkan dalam pelaksanaannva dibantu oleh Dinas Kesehatan di
tingkat II. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya
membawahi kurang lebih 35 kabupaten.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan fungsi
pengawasannya terhadap depot air minum isi ulang (Berdasarkan hasil
wawancara dengan ibu Noer pada tanggal 13 Oktiober 2003) dilakukan
dengan cara mengadakan pemantauan secara berkala terhadap depot air
minum isi ulang tersebut. Pemantauan secara berkala itu dilakukan
dengan cara uji sampel di laboratorium yang telah diakreditasi setiap 6
bulan sekali. Apabila dalam melaksanakan pemantauannya, kemudian
pada salah satu depot air minum isi ulang ditemukan bahwa depot
tersebut bermasalah maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
akan menindak dengan cara mengambil sampel air dari depot tersebut
untuk dilakukan uji laboratorium di laboratorium yvang telah ditentukan,
Apabila dari hasil uji laboratorium tersebut menunjukkan bahwa air
tersebut  benar-benar tidak higienis sehingga tidak layak untuk
dikonsumsi maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sebagai
pengawas akan memberikan pembinaan terhadap pemilik depot air
minum isi ulang dengan tujuan apar pemiliknya tersebut berusaha
untuk memperbaiki mutu dan kualitas dari produknya tersebut. Apabila
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dari pemilik depot tersebut tidak ada tindak lanjut untuk memperbaiki
mutu dan kualitas produknya maka oleh Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan, perkara tersebut bisa di proses ke pengadilan. Namun
tidak menutup kemungkinan juga bahwa perkara ini akan diselesaikan
dengan jalan damai oleh kedua belah pihak yang berselisih.

2.3.2 Pengertian Konsumen

Manusia adalah makhluk sosial, sebagaimana dalam hidupnya
manusia mempunyai rasa ketergantungan yang kuat dengan manusia
yang lain. Manusia dituntut untuk saling melengkapi dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya masing-masing. Oleh karena itu setiap manusia
pada waktu, baik secara sendiri maupun berkelompok dalam keadaan
apapun dan bagaimanapun dapat menjadi konsumen ataupun produsen
atas suatu barang dan jasa tertentu.

Pengertian tentang konsumen di Indonesia diatur secara tegas
didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
ﬁonaumeu. Dalam pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa konsumen adalah
seiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut
AZ Nasution konsumen juga berarti setiap orang yang mendapatkan dan
menggunakan barang dan/atau  jasa untuk tujuan memenuhi
kebutuhan hidup pribadi, keluarga, untuk diperdagangkan.

Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1989:458)
dalam bukunya Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa
konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri, penerima
pesan iklan, pemakai jasa. Abdurrahman, A.(1982:24) dalam bukunya
Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan  Inggris-Indonesia
menyatakan bahwa konsumen adalah seseorang yvang menggunakan
atau memakai atau mengkonsumsi barang dan jasa bukan yang
menyebarkan  atau  mendistribusikan  atau memprodukst  atau
menghasilkannya.
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Menurut pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999, konsumen
mempunyai beberapa hak, hak konsumen tersebut antara lain -

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi

barang dan/atau jasa;

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan Jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/jasa;

4. hak untuk didengar pendapat dan kel uhannya atas barang dan/atau
jasa yang digunakan;

9. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa konsumen secara patut;

6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen ;

7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur seria
tidak diskriminatif:

8. hak untuk mendapatkan kom pensasi, panti  rugi  dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjnjian atau tidak sebagimana mestinya;

9. hak-hak yang diatur dalan ketentuan peraturan  perundang-

undangan lainnya.

Kewajiban dari konsumen menurut pasal 5 Undang-undang No. 8

Tahun 1999 antara lain :

L. membaca atau mengikuti petunjuk  informasi  dan  prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan
dan keselamatan;

2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian  barang
dan/atau jasa,;

4. membayar dengan nilai tukar yang disepakali;

4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa  perlindungan
konsumen secara patut;

Setelah dilihat beberapa pendapat mengenai konsumen , maka
penulis berusaha untuk mengambil intisari bahwa pengertian konsumen
adalah setiap pengguna barang dan/atau jasa vang tersedia dalam
masyarakat bagi konsumen diri sendiri, keluarga ataupun rumah
langga, dan tidak untuk diperdagangkan.
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2.3.3 Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen pada beberapa sisi menunjukkan berbagai kelemahan
schingga menyebabkan konsumen tidak mempunyai kedudukan yang
aman. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan
perlindungan hukum yang sifatnya unversal. Mengingat lemahnya
kedudukan konsumen jika dibandingkan dengan kedudukan produsen
yang relatif lebih kuat dalam banyak hal menvebabkan masalah
perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting,

Untuk itu perlu ditingkatkan harkat dan martabat konsumen
vang dilakukan melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan,
kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi
dirinya dan di sisi lain perlu ditumbuhkembangkan sikap pelaku usaha

yang bertanggung jawab. Dengan diundangkannya Undang-Undang No 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April

1999 dikarenakan berbagai macam faktor yaitu :

I, tidak jelasnya norma-norma perlindungan konsumen di Indonesia

2, praktek peradilan yang tidak lagi cepat, murah dan berbiaya ringan

3. sikap menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen
dilanggar oleh produsen

Menurut Erman Rajagukguk, dkk (2000:14) bahwa alasan-alasan
yang dapat dikemukakan untuk menerbitkan suatu peraturan
perundang-undangan yang secara khusus menangani dan melind ungi
kepentingan konsumen dapat sebagai berikut :

l. Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri karena dalam suatu
hubungan dengan penjual konsumen merupakan pengguna barang
dan/atau jasa untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diproduksi
ataupun diperdagangkan.

2. Konsumen memerlukan sarana atau acara hukum tersendiri sebagai
upaya untuk melindungi diri atau untuk memperoleh haknya.

Pengertian Perlindungan Konsumen menurut pasal 1 (1)

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan Konsumen
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merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi

harapan bagi semua bangsa di dunia untuk mewujudkannya.

Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan

berbagai dimensi yang satu sama lain mempunvai keterkaitan dan saling

ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan memandang bahwa
tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan
konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran
konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam
menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab,
dengan cara :

1. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung

" unsur keterbukaan, akses dan informasi serta menjamin kepastian
hukum;

2. melindungi  kepentingan konsumen pada khususnva dan
kepentingan pelaku usaha pada umumnya;

3. meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

4. memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek yang
menipu dan menyesatkan;

9. memadukan penyelenggaraan, pengenbangan dan pengaturan
perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan dan
bidang-bidang lain,

Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999, menyatakan bahwa
perlindungan konsumen bertujuan untuk :

I, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri;

<. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatil pemakaian barang dan/atau
jasa ;

3. meningkatkan pemberdayaan konsumen  dalam memilih,
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen ;

4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi ;

9. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai  pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha :
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6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani (2001:90)
pembinaan dan penyelengaraan perlindungan konsumen meliputi upaya
untuk :

1. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan vang sehat antara
pelaku usaha dengan konsumen;

2. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat;

3. meningkatkannya sumber daya manusia, serta meningkatkannya
kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan
konsumen.

Perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK tidak hanya
mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen saja, tetapi juga
mengatur mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab bagi
pelaku usaha. Hal ini di maksudkan bahwa perlindungan konsumen
yang di maksudkan bukan untuk mematikan kegiatan usaha bagi para
pelaku usaha tetapi agar supaya kedudukan konsumen menjadi
seimbang dengan pelaku usaha di dalam perspektif hukum. Hukum
perlu diciptakan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen
di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional vaitu
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

2.3.4 Proses dan Tata Cara Produksi Air Minum Isi Ulang
2.3.4.1 Pengertian Air Minum

Air merupakan kebutuhan vital. Bisa dibayangkan bila kita
kehabisan sumber air dalam kandungan bumi dan tidak ada kegiatan
usaha menyuplai air untuk kebutuhan sehari-hari. Terutama untuk
minum. Kini dengan maraknya bisnis air minum pemerintah perlu
untuk memberikan batasan mengenai air vang layak dikonsumsi untuk

A LIman,

#


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

18

Dalam pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 907/
MENKES / SK / VII / 2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan
Kualitas Air Minum, ditegaskan air minum adalah air yang melalui
peroses pengolahan atau tanpa proses pengolahan vang memenuhi
syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Menurut pasal 1 huruf ¢
yang dimaksud dengan Pengelola Penyediaan Air Minum adalah Badan
Usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat,

; Kebutuhan kita terhadap air minum tentu yang bersih dan sehat.
Jika tidak sudah barang tentu akan membahayakan kesehatan tubuh.
Air bersih adalah air vang jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau.
Meskipun demikian air yang jernih, tidak berwarna dan tidak berbau
belum tentu aman untuk dikonsumsi. Selama ini kebutuhan air minum
bagi konsumen dipasok Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM), dan perusahaan swasta yaitu Air Minum
Dalam Kemasan (AMDK), serta depot air.

Ketika bahan baku air olahan PDAM masih disuplai langsung dari
mata air yang bersih dan sehat, seperti sumber mata air Umbulan untuk
Jawa Timur, maka selama itu pula suplai air minum ke rumah
konsumen tidak menimbulkan banyak masalah. PDAM hanya butuh
biaya operasional mendorong air melalui jaringan distribusi dan
perawatan jaringannya ke setiap konsumen. Namun ketika alat produksi
dan pipa jaringan distribusinya banyak rusak, bahan baku air olahan
dari air sungai yang banyak mengandung pencemaran limbah industri,
karena itulah maka muncul permasalahan baru vang merugikan
konsumen, sehingga pada gilirannva konsumen mencari alternatif lain
yaitu air minum yang diproduksi oleh AMDK dan depot air. Dalam hal
ini konsumen semakin diuntungkan dengan adanya AMDK dan depot air
karena dengan begitu semakin banyak pilihan air minum dalam
berbagai kemasan dan harga yang ditawarkan (Kompas, 14 Juni 2003).

2.3.4.2 Proses dan Tata Cara Produksi Air Minum Isi Ulang
Proses dan tata cara produksi air minum dimulai dari
pengambilan air dari sumber air baku yang kemudian dialirkan ke
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tempat penampungan atau tempat pendistribusian air. Pada waktu

dialirkan ini air harus melalui beberapa filtrasi atau penyaringan vaitu

1. filtrasi pasir (penyaringan pasir),

2. filter karbon aktif (penyaringan karbon-karbon aktif) serta

3. filtrasi membran (penyaringan yang lebih kecil dari dua filter
sebelumnyal).

Setelah melalui proses-proses tadi air tersebut harus melalui
ozonisasi atau radiasi Ultraviolet (pembunuhan kuman dengan tehnologi
UV) untuk kemudian dilakukan proses penyaringan lagi dengan
menggunakan filtrasi membran untuk yang terakhir kalinya sebelum
akhirmya dilakukan pengisian ke dalam botol-botol atau galon-galon
yang nantinya akan siap untuk dikonsumsi oleh para konsumen.

Proses dan tata cara produksi air minum isi ulang mempunyai
alur sebagai berikut :

' ; Air Baku .
Air Baku dari | ; Penyaringan Air
Sumber Mata Air Y dnmfﬂ"j{‘g‘ifm , Balcu
Saringan s Tabung berisi
berukuran 1 ] Ulwm;{i:r;gan —] Iai untik
mikron untuk .mmgmm1 nerukuran penyaringan
menahan bakter] mikron
Air yang telah Disinari oleh L
bersih ditampung lampu UV untuk Air siap dijual ke
llu.lz;ln tangki > mcmgl.lkun kitman —™ konsumen
usus

Berdasarkan skema atau alur diatas dapat dilihat bahwa para
pemilik usaha atau industri air minum mengambil air baku dari sumber
mata air, kemudian air baku tersebut ditampung dalam tangki atau
tempat pendistribusian air, setelah itu air tersebut akan disalurkan ke
depot-depot air minum isi ulang Proses penyaluran air  dengan
menggunakan tangki yang mempunyai daya tampung sampai 5000 liter
untuk sekali pengiriman. Kemudian air dalam tangki ini akan di
tampung dalam penampung (reservoir) pertama. Pada tempat
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penampungan ini, air baku akan melewati filter untuk menyaring
partikel kasar. Untuk menghilangkan partikel-partikel debu dan logam-
logam terlarut lain maka air dimasukkan ke wadah atau tempat
penampungan yang berisi koagulan (bahan mineral air yang dijadikan
gel agar memudahkan untuk difilter atau disaring). Koagulan banyak
digunakan karena koagulan dalam hal ini juga mampu untuk
menghilangkan rasa dan bau yang tidak enak. Setelah semua proses
diatas, air kemudian akan disaring kembali, masing-masing dengan
saringan berukuran 10 mikron dan 1 mikron untuk menahan bakteri
untuk memastikan bahwa air tersebut benar-benar telah bersih, setelah
itu air tersebut akan ditampung di tempat penampungan khusus.

Air yang sudah bersih secara fisik kemudian akan disinari dengan
lampu ultraviolet (UV). Reaksi vang dihasilkan dari sinar UV dengan air
ini akan menghasilkan senyawa ozon. Ozon yang dihasilkan akan
membunuh  kuman dan bakteri patogen serta mikroorganismi
berbahaya lainnya. Setelah itu air akan dialirkan ke penampung terakhir
untuk kemudian air tersebut dapat langsung dipasarkan ke konsumen.

Pada umumnya proses pemurnian air minum pada depot-depot
air minum isi ulang melibatkan dua proses penyaringan dan penyinaran.
Secara teoritis proses ini memang menjamin untuk dapat dihasilkannya
air yang siap untuk diminum. Namun sistem pengawasan dan
maintenance (terhadap alat) yang kurang memadai akan menghasilkan
air minum yang tidak memenuhi standart baku.

Selain itu pengelola depot air minum isi ulang untuk menjaga
kehigienisan air biasanya juga menyediakan perlengkapan pembersih
galon sendiri untuk memastikan bahwa proses pengisian ulang tersebut
tidak terkontaminasi pencemar kembali.
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi untuk dapat Mendirikan
Depot Minum Air Isi Ulang

Semenjak adanya krisis moneter pada tahun 1997, dimana
kemampuan daya beli masyarakat menurun dan harga kebutuhan
pokok merambat naik maka harga Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
semakin tidak terjangkau, sehingga dalam konteks ini produk air minum
isi ulang menjadi salah satu alternatif oleh masyarakat untuk memenuhi
kebutuhannya akan air minum. Namun meski lebih murah tidak semua
depot air minum isi ulang terjamin keamanan produknya. Hasil
pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan
Makanan atas kualitas depot air minum isi ulang menunjukkan adanya
cemaran mikroba dan logam berat pada beberapa contoh yang ada.
Untuk itu masyarakat dianjurkan berhati-hati dan memilih depot air
minum isi ulang yang bersih. Masyarakat juga diminta untuk menjaga
kebersihan wadah penampung air isi ulang agar tidak terjadi
kontaminasi (Kompas, 23 Mei 2003).

Perkembangan terhadap industri air minum isi ulang sebagai
salah satu bisnis baru masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Di
satu sisi banyak yang mendukung perkembangannya. Ini dikarenakan
keberadaan depot-depot  air minum isi ulang diakui banyak
menguntungkan konsumen karena memungkinkan untuk mendapatkan
air minum yang bersih dengan pilihan harga yang murah sehingga dapat
dijangkau oleh masyarakat dari semua kalangan. Selain itu masyarakat
dalam hal ini konsumen air minum isi ulang mereka menganggap bahwa
produk air minum isi ulang ini sebagai salah satu produk praktis karena
dengan membeli produk ini mereka tidak perlu lagi untuk merebus air
karena waktu yang digunakan lebih banyak dan juga membutuhkan
biaya yang lebih tinggi.

21
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Di sisi lain banyak yang menganggap bahwa bisnis air minum isi
ulang ini merugikan masyarakat. Hal ini berdasarkan fakta yang dialami
oleh Veny dan Diana yang bahwa pada saat mengisikan galon di salah
satu depot air minum isi ulang didaerahnya, mereka menemukan bintik-
bintik di dalam air tersebut, yang berwarna hijau kebiru-biruan mirip
jamur dan juga cacing dengan panjang 2 cm sebanyak 4 buah yang
bergerak melayang-layang didalam galon.

' Menurut Dinas Kesehatan (Memorandum, 2 Juli 2003) air minum
isi ulang non kemasan bukan air minum, melainkan hanya air biasa,
sehingga air tersebut tidak layak untuk diminum sebelum dimasak
terlebih dahulu. Masyarakat yang biasa membeli air minum isi ulang
tidak diperbolehkan mengkonsumsi air tersebut secara langsung tetapi
harus dimasak terlebih dahulu ini dikarenakan cara produksi dan
penggunaan bahan baku yang berbeda-beda antara depot air minum isi
ulang yang satu dengan depot air minum isi ulang yang lain. Air tersebut
dinilai berbahaya bagi kesehatan, karena tidak higienis, Menurut hasil
tes laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, air minum isi
ulang tidak layak untuk diminum, karena air tersebut harus dimasak
terlebih dahulu seperti air PDAM dan air sumur sebelum diminum.,

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut dan dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar tidak menimbulkan
gangguan keschatan maka menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI
No. 907 / MENKES / SK / VII / 2002 tentang syarat-syarat dan
pengawasan kualitas air minum, air minum yvang sehat harus
memenuhl persyaratan antara lain :

l. Bakteriologis

Syarat bakteriologis yang harus dipenuhi oleh air adalah :

. tidak mengandung bakteri patogen, misalnya bakteri golongan
coli, salmonellatyphi, vibio chlotera dan lain-lain. Kuman-
kuman ini mudah tersebar melalui air,

b. Tidak mengandung bakteri nonpatogen, seperti actinomytes,
phytoplankton coliform, cladocera, dan lain-lain.
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2, Kimiawi

Kualitas air tergolong baik bila memenuhi persyaratan kimia

antara lain :

i. pH netral
Derajat keasaman air minum harus netral, tidak boleh bersifat
asam maupun basa. Alr yang mempunyai pH rendah akan
terasa asam. Skala pH diukur dengan pH meter atau lakmus.
Air mumi mempunyai pH 7. Apabila pH dibawah 7 berart air
bersifat asam, sedangkan bila diatas 7 berarti bersifat basa
(rasanya pahit).

b. tidak mengandung bahan kimia beracun
Air yang berkualitas baik tidak mengandung bahan kimia
beracun seperti sianida sullida, fenolik.

¢. tidak mengandung garam atau ion-ion logam
Air yang berkualitas baik tidak mengandung garam atau ion-
ion logam seperti Fe, Mg, Ca, K, Hg, Zn, Mn, Cl, Cr, dan lain-
lain.

d. tidak mengandung bahan organik
Kandungan bahan organik dalam air dapat terurai menjadi
zat-zal yang berbahaya bagi kesehatan.Bahan-bahan organik
itu seperti NH4,HzS dan NO;.

. Radioaktif

Pancaran radiasi spontan oleh inti atom yang tidak stabil, dapat
berbentuk sinar alfa, sinar beta, atau sinar gamma. Radioalktif
menimbulkan tenaga atau sinar yang berbahaya, tetapi dapat
dimanfaatkan untuk pengobatan. Untuk air minum disyaratkan
tidak mengandung bahan radioaktif sebab kandungan radioaktif
didalam air dapat dianalisis efeknya terhadap sinar alfa dan beta.
Ambang vang diperbolehkan adalah 109 mikrocurie/em3/det
untuk sinar alfa dan 10* mikricurie/cm3/det untuksinar beta.

4. Fisik

Air yang berkualitas baik harus memenuhi persyaratan fisik
seperti :

LE
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. Jemmih atau tidak keruh

Air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran-butiran koloid
dari bahan tanah liat. Semakin banyak kandungan koloid
maka air semakin keruh.

. Tidak berwarna Air untuk keperluan rumah tangga harus
Jernih. Air yang berwarna berarti mengandung bahan-bahan
lain yang berbahaya bagi kesechatan.

. Rasanya tawar

Secara fisika, air bisa dirasakan dengan lidah. Air yang terasa
asam, manis, pahit atau asin menunjukkan bahwa kualitas air
tersebut tidak baik. Rasa asin disebabkan adanyva garam-
garam tertentu yang larut dalam air, sedangkan rasa asam
diakibatkan adanya asam organik maupun asam anorganik.

. tidak berbau

Air yang baik memiliki ciri tidak berbau bila dicium dari jauh
maupundari dekat. Air yang berbau busuk mengandung
bahan organik yang sedang mengalami dekomposisi
(penguraian) oleh mikroorganisme air,

temperatur normal

Air yang baik harus memiliki temperatur sama dengan
temperatur udara (20-26°C). Air yang secara mencolok
mempunyal temperatur di atas atau di bawah temperatur
udara berarti mengandung zat-zat tertentu atau sedang terjadi
proses tertentu yang mengeluarkan atau menyerap energi
dalam air.

tidak mengandung zat padat

Air minum yang baik tidak boleh mengandung zat padatan
yang terapung di dalam air. Walaupun jernih, tetapi bila air
mengandung padatan yang terapung maka tidak baik
digunakan sebagai air minum. Apabila air dididihkan maka
zat padat tersebut dapat larut sehingga menurunkan kualitas
air minum,
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Dalam pasal 9 Keputusan Menteri Kesehatan RI No
907 /MENKES/SK/VII/2002 menjelaskan bahwa pengelola penyedia air
minum harus :

a. Menjamin air minum yang diproduksinya memenuhi syarat
keschatan, dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala
memeriksa kulitas air yang diproduksi mulai dari :

1. pemeriksaan instalasi pengolahan air;

2. pemeriksaan pada jaringan pipa distribusi;

3. pemeriksaan pada pipa sambungan ke konsumen

4. pemeriksaan pada proses isi ulang dan kemasan.

b. Melakukan pengamanan terhadap sumber air baku yang dikelolanya
dari segala bentuk pencemaran berdasarkan peraturan perundangan
yang berlaku.

Sedang untuk penyedia air minum kemasan dan atau kemasan isi

ulang jumlah dan frekuensi sampel air minum harus dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan minimal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kualitas Bakteriologi :

a. Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali

b. Air yang siap dimasukkan kedalam kemasan minimal satu
sampel sebulan sekali

¢. Air dalam kemasan minimal dua sampel sebulan sekali

2. Pemeriksaan kualitas Kimiawi :

4. Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali

b. Air yang siap dimasukkan kedalam kemasan, minimal satu
sampel sebulan sekali

¢. Air dalam kemasan minimal satu sampel satu bulan sekali

3. Pemeriksaan kualitas air minum :

Dilakukan dilapangan, dan di Laboratorium Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, atau laboratorium lainnya yang ditunjuk.

4. Hasil pemeriksaan laboratorium harus disampaikan kepada
pemakai jasa, selambat-lambatnya 7 hari untuk pemeriksaan
mikrobiologik dan 10 hari untuk pemeriksaan kualitas kimiawi.

9. Pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum dapat dilakukan
sewaktu-waktu bila diperlukan karena adanya dugaan terjadinya
pencemaran air minum yang menyebabkan terjadinya gangguan
kesehatan atau kejadian luar biasa pada para konsumen.

Selain hal-hal diatas dalam penerapan cara produksi vang baik
menurut Surat Keputusan Meteri Kesehatan No. 23 / MENKES / SK / |
/1978 tentang Pedoman Cara Produksi Yang Baik Untuk Makanan,
masih terdapat beberapa faktor-faktor lain yang sangat penting yang
harus diperhatikan dalam memproduksi air minum yang berkualitas
antara lain :
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1. Kebersihan lokasi usaha, sumber pencemaran :
sampah, debu, daerah pemupukan barang bekas, timbunan barang

vang tidak teratur, sistem saluran pembuangan air (terdapat
genangan).

a.

Ruang proses produksi

Lantai harus rapat air, diusahakan permukaan harus halus
hindari banyak sekat-sekat lantai (tidak licin dan mudah
dibersihkany);

Saluran air atau lubang pembuangan harus dilengkapi penahan
bau (menggunakan penekan udara);

Pertemuan dinding dengan dinding dan antara dinding dengan
lantai tidak boleh membentuk sudut mati;

Alat dan perlengkapan produksi (mesin, dll) hindari terjadi
pengelupasaan dan berkarat dan bahan yang mudah menyerap
air;

Kebersihan mesin-mesin dan alat-alat vang digunakan perbaikan
Atau perawatan sangat pentng,

Hindari penepatan barang-barang atau alat-alat perbaikan atau
perawatan di ruang produksi.

3. Bahan baku
Harus memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan.

Kesehatan pekerja atau sumber daya manusia

Sumber daya manusia vyang berhubungan dengan produksi

minuman, harus :

a. Dalam keadaan sehat;

cl.

Bebas dari luka, penyakit kulit atau hal lain yang diduga dapat
mengakibatkan pencemaran terhadap hasil produksi;
Menggunakan pakaian kerja, termasuk sarung tangan, tutup
kepala dan sepatu khusus yang dipakai dalam ruangan proses
produksi, tutup mulut;

Kebersihan tubuh pekerja;
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€. Menahan diri untuk tidak makan, minum, meludah atau

melakukan pekerjaan vang dapat mengakibatkan pencemaran;
. Pengawasan kesehatan secara berkala.
Apabila semua syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka usaha
untuk  meningkatkan ftingkat keschatan masyarakat dengan
mengkonsumsi air minum isi ulang akan dapat dicapai dengan baik.
Untuk dapat mendirikan usaha depot air minum isi ulang maka para
pengusaha depot air minum isi ulang harus memenuhi syarat-syarat
alau prosedur antara lain :
1. Memiliki badan hukum (minimal UD), tanda daftar industri, serta
SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);

2. Mengajukan izin ke Dinas Perindusirian dan Perdagangan tingkat
I1;

3. Dilakukan survey oleh tim dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan;

4. Mengajukan sertifikasi ke Aspada (Asosiasi Pengusaha Depot Air)
Jatim di jalan Ngagel Jaya Selatan 10A Surabaya.

Selain hal-hal tersebut diatas maka masih terdapat beberapa
syarat-syarat lain yang harus dipenuhi antara lain :
l. Berkaitan dengan peralatan yang akan dipergunakan
Alat dan perlengkapan vang dipergunakan untuk memproduksi
minuman harus dibuat berdasarkan perencanaan  sehingga
memenuhi persyaratan tehnik dan standar higiene, antara lain sesuai
dengan jenis produksi, tidak berkarat , dan lain-lain. Disamping itu
alat produksi yang dipergunakan tidak boleh mencemari hasil
produksi. Sebelum pendirian depot air minum isi ulang para
pengusaha depot air minum isi ulang mengadakan transaksi terlebih
dahulu terhadap alat-alat yang akan dipergunakan yang mana dalam
prosesnya transaksi ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu;
2. Lokasi usaha
Lokasi yang dipergunakan minimal harus berukuran 3 x 4 m, lokasi
tersebut  harus bebas dari pencemaran, memenuhi  standar
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kesehatan, lantal ruangan bagian produksi harus rapat air, tidak
licin dan mudah untuk dibersihkan;

3. Menggunakan listrik 450 watt

4. Memiliki dua tandon untuk penampungan air vaitu satu tandon
terbuat dari fiber dan satu tandon lagi terbuat dari stainless steel.

Setelah semua syarat-syarat tersebut diatas dipenuhi maka pada
tahap selanjutnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
merckomendasikan agar sebelum depot air minum isi  ulang
diperbolehkan memproduksi dan menjual air minum yang diolahnya,
sistem pengolahan air minum depot harus mendapatkan sertifikat dari
lembaga yang memiliki kompetensi. Lembaga-lembaga tersebut antara
lain :

1. Departemen Kesehatan RI
Dalam hal ini Balai Tehnik Kesehatan Lingkungan Surabaya. Di sini
akan diadakan pemeriksaan bakteriologi vang membutuhkan waktu
kurang lebih 2 han dan juga pemeriksaan fisika serta kimia untuk
mengetahui apakah air tersebut sudah memenuhi batas syarat air
bersih atau belum.

2. Laboratory Sucofindo Surabaya Branch
Disini akan diadakan analisa terhadap air, untuk analisa terhadap
air ini dibutubkan waktu kurang lebih 2 minggu setelah pendinan
depot air minum isi ulang atau setelah air keluar dan alat itu.

Dalam proses analisa air ini, air dapat dikategorikan sebagai air
minum jika air tersebut telah melalui beberapa proses antara lain
sebagai berikut :

l. Menggunakan sistem clhorinasi yang gunanya untuk menjernihkan
air;

2. Dengan cara filtrasi (penyaringan) yang menggunakan alat
penyaringan terkecil yaitu 0,05 mili mikron. Disini filter vang
digunakan ada dua yaitu :

a. Filter biasa

b, Karbon aktfl : untuk menysaring zat padat terlarut
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3. Menggunakan sinar ultraviolet (UV), cara ini dipergunakan kalau
kuman atau virus tidak mati dengan kedua cara tersebut.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Dinas Kesehatan
mewajibkan depol air minum isi ulang untuk memeriksakan produknya
ke laboratorium yang telah diakreditasi minimal tiap 6 bulan dan
melaporkan hasilnya kepada instansi terkait, Terhadap hasil pengujian
kualitas air pada depot air minum isi ulang Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan tidak akan melakukan upaya ikut serta dalam penetapan
aturan berkaitan dengan depot air minum isi ulang, karena Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan dalam hal ini hanya memberi wacana
supaya hasilnya fetap memenuhi  persyaratan sehingga  tidak
membahayakan masyarakat, sebab Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan  berfungsi melakukan fupas pemerintahan  dibidang
pengawasan obat dan makanan agar senantiasa sesuai ketentuan
peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Jadi Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan dapat melakukan monitoring terhadap
mutu air yang diolah depot air minum isi ulang. Ini dilakukan dalam
rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen,

Berkaitan dengan fakta diatas apabila para pengusaha depot air
minum isi ulang dapat memenuhi semua syarat atau prosedur dalam
pengajuan izin usaha seperti yang telah diuraikan diatas maka

perkembangan bisnis air minum isi ulang ini akan dapat berjalan

dengan pesat. Selain itu kualitas dari air minum isi ulang ini sendiri
akan dapat diperbaiki schingga dalam hal ini baik produsen maupun
konsumen tidak ada yang merasa dirugikan dan upaya untuk
memberikan perlindungan terhadap konsumen air minum isi ulang oleh
pemerintah dalam hal ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan
Dinas Kesehatan akan dapat terus dilakukan.

Menurut pendapat penulis, tentang penetapan syarat-syaral yang
harus dipenuhi oleh para pengusaha depot air minum isi ulang untuk
dapat mendirikan depot air minum isi ulang sudah sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan antara lain berkaitan dengan peralatan
vang dipergunakan, lokasi usaha, listrik serta tandon untuk
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penampungan air, Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi karena sejauh
ini pemerintah belum mengeluarkan undang-undang atau peraturan
yang mengatur tentang air minum isi ulang ini.

Pemerintah dalam hal ini bisa dikatakan terlambat untuk
mengeluarkan undang-undang atau peraturan. Karena hingga saat ini
sudah banyak depot air minum isi ulang yang didirikan dan pada
akhirnya banyak menimbulkan masalah karena dianggap telah
merugikan masyarakat khususnya konsumen. Namun hingga saat
inipun pemerintah belum juga menindak mereka yang secara tegas telah
dianggap merugikan masyarakat. Apabila pemerintah bisa bertindak
dengan tegas maka hal-hal seperti yang dialami oleh Veny dan Diana
akan dapat dicegah dan upaya meningkatkan konsumenpun dapat
segera dicapal.

3.2Lembaga yang Mempunyai Kewenangan untuk Mengawasi,
Memonitor atau Memantau Kualitas Air Minum Isi Ulang dan
Depot Air Minum Isi Ulang
Keberadaan depot air minum isi ulang vang terus meningkat
sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat terhadap air minum
yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Meski lebih murah tidak
semua depot air minum isi ulang terjamin keamanan produknya. Untuk
mengantisipasi hal itu dan untuk meningkatkan tingkat kesehatan
masyarakat maka perlu diadakan fungsi pengawasan dari pemerintah
melalui instansi atau lembaga-lembaga terkait. Instansi atau lembaga-
lembaga terkait yang dimaksud, yang mempunyai kewenangan untuk
mengawasi, memonitor atau memantau kualitas air minum isi ulang
dan depot air minum isi ulang adalah Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kotamadya.
3.2.1 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan merupakan salah satu
lembaga yang mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan dan
Juga pembinaan terhadap usaha atau bisnis depot air minum isi ulang.
Dalam melaksanakan fungsinya untuk mengawasi, memonitor atau
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memantau baik itu terhadap kualitas air minum isi ulang maupun depot
air minum isi ulang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya
tidak melakukannya sendiri melainkan dibantu oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten atau Kotamadya. Hal ini dikarenakan Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan Surabaya membawahi kurang lebih 35 kabupaten
sechingga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabayva tidak
mungkin untuk melakukan sendini fungsi pengawasannva karena
keberadaan depot air minum isi ulang itu sendiri yang semakin
menjamur dewasa ini.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mengakui bahwa
pihaknya belum mampu melakukan pengawasan dan uji klinis
berpengaruh pada pola pengawasan (Radar Surabaya, 7 Mei 2003)
karena sebagai salah satu bisnis baru, selama ini depot air minum isi
ulang semakin tumbuh subur tanpa adanva pengendalian dan peraturan
vang jelas dari pemerintah sehingga diharapkan Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan dan Dinas Kesehatan setempat lebih aktif lagi
didalam melaksanakan fungsinya. Pengawasan dan pembinaan terhadap
kualitas air minum isi ulang dan depot air minum isi ulang harus
dilakukan secara kontinu agar dapat dicapai hasil yang maksimal. Uji
air isi ulang disetiap depot harus diakukan oleh petugas Dinas
Kesehatan dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sebab yang
melindungi adalah pemerintah, schingga lebih tepat jika uji air isi ulang
dilakukan oleh Dinas Keschatan dan Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan sendiri. Agar memenuhi standar kesehatan maka uji air ini
harus dilakukan secara periodik mengingat cara produksi dan bahan
baku yang digunakan berbeda-beda.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan fungsi
pengawasannya terhadap depot air minum isi ulang dengan cara
mengadakan pemantauan secara berkala terhadap depot air minum isi
ulang tersebut (Hasil wawancara dengan ibu Noer tanggal 13 Oktober
2003). Pemantauan secara berkala dilakukan dengan cara uji sampel
setiap 6 bulan sekali di laboratotium vang telah ditentukan, Apabila
dalam melaksanakan pemantauan tersebut, kemudian pada salah satu
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depot air minum isi ulang ditemukan bahwa depot tersebut bermasalah
maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan akan menindak pemilik
depot tersebut dengan cara mengambil sampel air dari depot tersebut
untuk dilakukan uji laboratorium pada laboratorium yang telah
diakreditasi. Apabila dari uji laboratorium tersebut dinyatakan bahwa air
tersebut benar-benar tidak higienis sehingga tidak layak untuk
dikonsumsi dan dianggap merugikan masyarakat khususnya konsumen
maka pemilik depot tersebut akan diberikan sanksi vang bersifat
administratif berupa peringatan atau teguran tertulis agar pemiliknya
berusaha untuk memperbaiki mutu dan kualitas produknya tersebut.
Apabila dari pemilik depot tersebut tidak ada respon atau tindakan lebih
lanjut untuk memperbaiki mutu dan kualitas dari produknya maka oleh
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, perkara tersebut bisa di
proses ke pengadilan, namun tidak menutup kemungkinan perkara ini
diselesaikan dengan jalan damai oleh kedua belah pihak yang berselisih.

3.2.2 Dinas Kesechatan

~ Perkembangan bisnis air minum isi ulang, yang akhir-akhir ini
banyak diperdebatkan kualitasnya oleh berbagai pihak, dalam pendirian
usahanya ada yang mendaftarkan usahanya tersebut ke Dinas
Kesehatan, namun ada juga yang tidak (Berdasarkan hasil wawancara
dengan Bapak Dajadi pada tanggal 6 November 2003). Kepada mereka
yang mendaftarkan usahanya tersebut, maka Dinas Kesehatan bisa
melakukan pemantauan terhadap kegiatan operasional depot air minum
isi ulang tersebut secara periodik. Namun bagi keberadaan depot-depot
lerutama yang berada di pinggiran yang tidak mendaftarkan ke Dinas
Keschatan maka keberadaannya, dalam hal ini kegiatan operasionalnya
tidak terpantau oleh Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan bersama Balai
Besar Pengawas Obat dan Makanan selaku pengawas, secara berkala
akan melakukan penelitian terhadap mutu air minum isi ulang, untuk
mengecek kelayakan apakah sudah aman atau tidak untuk dikonsumsi
oleh masyarakat khususnya konsumen.
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Dampak atau potensi yang paling besar yang ditimbulkan oleh air
minum isi ulang sembarangan adalah terjadinya infeksi saluran
pencernaan. Infeksi saluran pencernaan disebabkan oleh masuknya
bakteri Coli ke dalam tubuh manusia. Bakteri ini secara umum biasanya
menyerang saluran pencernaan. Penderita infeksi saluran pencermaan
sebagian besar mengalami diare atau muntah. Keberadaan bakteri Coli
ini bisa disebabkan air minum berada diruang terbuka. Keadaan tangki
penyimpanan dan proses pengisian didalam depot juga berpotensi untuk
menerima penyebaran bakteri Coli, Bakteri ini bebas masuk ke dalam
perut manusia jika tidak dimasak terlebih dahulu. Sementara fakta
dilapangan menyebutkan rata-rata konsumen air minum isi ulang jarang
memasak air tersebut. Begitu membeli mereka langsung
mengkonsumsinya seperti halnya membeli air bermerek. Kalau secara
higienitasnya sudah memenuhi syarat maka hal ini tidak akan menjadi
suatu masalah. Tetapi kalau tidak terpenuhi seperti yang terjadi di depot
air minum isi ulang yang tidak terpantau, hal itu perlu diwasapadai.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 907 / MENKES / SK / VII
/ 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum
menjelaskan bahwa
1. Pasal 4

(1) Pengawasan kualitas air minum dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota melalui kegiatan :

a. Inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air termasuk air
pada sumber air baku, proses produksi, jaringan distribusi,
dan air minum isi ulang dan air minum dalam kemasan.

b. Pemeriksaan kualitas air dilakukan di tempat/dilapangan dan
atau di laboratorium.

¢. Analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan pengamatan
lapangan.

d. Memberi rekomendasi untuk mengatasi masalah vang ditemui
dari hasil kegiatan a,b,c yang ditujukan kepada pengelola
penyediaan air minum.

¢. Tindak lanjut upaya penanggulangan/perbaikan dilakukan
oleh pengelola penyedia air minum.,

f. Penyuluhan kepada masyarakat.

(2) Hasil pengawasan wajib dilaporkan secara berkala oleh Kepala

Dinas kepada Bupati/Walikota.
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2. Pasalb

Pemeriksaan sampel air minum dilaksanakan di laboratorium

pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota.
3. Pasal 8

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan dapat

mengikutsertakan instansi terkait, asosiasi pengelola air minum,

lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi yang terkait.

Apabila konsumen yang telah dirugikan seperti Veny dan Diana

melaporkan kejadian seperti yang telah mereka alami ke Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan dan Dinas Kesehatan maka diharapkan
kedua lembaga pemerintah tersebut dapat segera bertindak dan tidak
menunggu masalah ini berlarut-larut. Selama ini para konsumen tidak
melaporkan kejadian seperti yang telah mercka alami karena pada
alchirn_w,ra mereka merasa masalah tersebut tidak akan ada penanganaan
lebih lanjut dari lembaga atau instansi terkait. Hal ini karena
keberadaan konsumen di Indonesia masih tetap berada pada posisi yang
lemah.

Menurut pendapat penulis Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan dan Dinas Kesehatan belum mampu melaksanakan fungsinya
dengan baik dalam melakukan pengawasan, pemonitoran dan
pemantauan terhadap usaha depot air minum isi ulang, hal ini seperti
yang dialami oleh Veny dan Diana. Seharusnya pada saat usaha ini baru
tumbuh satu dan belum banyak menimbulkan pro dan kontra dalam
masyarakat maka pemerintah sudah diharuskan untuk membuat
peraturan atau undang-undangnya schingga usaha ini akan dapat
tumbuh sebagai salah satu usaha atau bisnis yang maju.

Tidak seperti sekarang, pada saat usaha ini sudah banyak yang
menyoroti dikarenakan pro dan kontranya dalam masyarakat, maka
pemerintah baru mengambil langkah untuk menyusun peraturan atau
undang-undang yang berkaitan dengan air minum isi ulang ini
Terhadap para pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan yang
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berlaku atau yang merugikan konsumen sebaiknya Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan dan Dinas Kesehatan segera memberikan
peringatan yang tegas schingga tidak merugikan konsumen yang lain.
Selain itu pemerintah diharapkan segera mengeluarkan peraturan atau
ketentuan yang baru yang mengatur mengenai usaha depot air minum
isi ulang.

3.3 Proses Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dengan Depot
Air Minum Isi Ulang

Di dalam melakukan suatu hubungan hukum, tidak menutup
Kemungkinan terjadinya suatu perselisihan atau sengketa konsumen.
Keluhan konsumen terhadap suatu produk barang dan atau jasa yang
tidak dapat diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak maka
pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa konsumen. Secara
sederhana, yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa
atau perselisinan yang terjadi antara konsumen (sebagai pihak yang
dirugikan) dengan pelaku usaha (sebagai pihak yang memproduksi atau
menyediakan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen).

Selama ini satu-satunya lembaga yang disediakan untuk
wenyelesaikan sengketa adalah melalui gugatan ke pengadilan. Namun,
keberadaan lembaga peradilan tidak lagi akomodatif dalam menampung
sengketa konsumen karena mahal, lama dan terlalu birokratis. Sehingga
dalam hal ini banyak lkonsumen yang memilih untuk menyelesaikan
sengketa dengan jalan damai  atau mereka lebih memilih sikap
thenghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen telah
dirugikan oleh para pelaku usaha,

Usaha atau bisnis air minum isi ulang yang semakin menjamur
dewasa ini, yang dalam perkembangannya banyak menimbulkan pro dan
kontra maka tentunya tidak sedikit masalah atau sengkela yang
ditimbulkan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan fakta yang dialami oleh
Veny yang pada saat mengisikan galonnya di salah satu depot air
minum isi ulang didaerahnya dia menemukan bintik-bintik didalam air
tersebut, yang berwarna hijau kebiru-biruan mirip jamur. Pengalaman
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yang hampir sama dialami oleh Diana, namun dalam hal ini bukan
jamur yang dijumpai oleh Diana melainkan cacing dengan panjang 2 cm.
Sebanyak 4 buah yang bergerak melayang-layang di dalam galon.

Konsumen yarg merasa hak-haknya telah dirugikan dapat
menyelesaikan sengketa yang timbul antara konsumen dengan depot air
minum isi ulang sebagaimana ketentuan yang ada dalam Undang-
undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut
pendapat penulis aturan yang ada dalam undang-undang tersebut
merupakan salah satu hukum positif yang akan mampu memberikan
perlindungan bagi konsumen secara efektif, karena undang-undang ini
menganut sistem pembuktian terbalik yang dirasa lebih adil dan
menguntungkan bagi konsumen. Adanya kebijakan untuk membuat
sistem beban pembuktian terbalik ini adalah mengingat hukum acara
kita baik pidana maupun perdata yang dianut sampai sekarang ini
membebankan pembuktian pada yang mempunyai hak (penggugat) yang
dirasa kurang adil terutama yang berkaitan dengan konsumen yang
dirugikan sehingga konsumen masih terus dalam posisi tawar yang
lemah.

Upaya atau proses penyelesaian terhadap sengketa antara
konsumen dengan depot air minum isi ulang itu bisa dilakukan dengan
cara :

I, Melalui pemberian ganti rugi

Pada umumnya setiap proses penyelesaian sengketa selalu
diupayakan untuk menyelesaikannya secara damai diantara kedua
belah pihak yang bersengketa. Namun apabila melalui cara ini tidak
ditemukan jalan keluar maka pelaku usaha dalam hal ini
bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada
konsumen atas kerusakan atau kerugian yang telah diderita oleh
konsumen,

Ganti rugi bisa berupa pengembalian uang atau juga
penggantian terhadap barang dan/atau jasa vang dianggap sejenis
atau sama. Namun bisa juga berupa biaya perawatan kesehatan dan
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pemberian santunan yang sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi ini dilaksanakan dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari setelah transaksi. Namun pemberian ganti rugi ini tidak
menutup adanva kemungkinan untuk dilaksanakannya tuntutan
pidana, hal ini apabila dikemudian hari, dalam pembuktian tersebut
ditemukan adanya unsur kesalahan dari pihak pelaku usaha. Namun
jika dikemudian hari pelaku usaha tersebut dapat membuktikan
bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan dari konsumen
maka pelaku usaha tidak perlu untuk memberikan ganti kerugian.

2, Melalui Pengadilan

Pengadilan sebagai salah satu peradilan umum yang khusus
menangani masalah-masalah baik hukum privat maupun hukum
publik dapat dijadikan salah satu fungsi untuk memberikan
perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan oleh para
pengusaha air minum isi ulang. Konsumen yang dirugikan dapat
melakukan gugatan terhadap pengadilan negeri apabila hak-hak
dari konsumen tersebut telah dirugikan atau dilanggar, akan tetapi
banyak dari konsumen yang merasa enggan untuk mengajukan
gugatan dan memejahijaukan para pengusaha diakibatkan
rendahnya tingkat pendidikan dan kesenjangan ekonomi masyarakat
apalagi ditambah dengan asas dari pengadilan itu sendiri yang tidak
lagi sederhana, cepat dan berbiaya murah. Sehingga konsumen yang
dirugikan karena mengkonsumsi air minum isi ulang ini seperti yang
dialami oleh Veny dan Diana tidak pernah melakukan upaya untuk
mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri karena takut dengan
biayanya yang mahal untuk proses hukum tersebut apabila
dibandingkan dengan jumlah ganti rugi yang nantinya akan
diperoleh.

3. Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk
oleh pemerintah di tiap-tiap Daerah tingkat II. Prosedur gugatan
melalul BPSK dilakukan sccara sukarela dari kedua belah pihak
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yang bersengketa. Prosedur gugatan yang diterima oleh BPSK adalah
gugatan secara individual sedangkan untuk gugatan kelompok
dilakukan melalui peradilan umum.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui BPSK bukanlah
suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya
sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Walaupun
demikian, hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum vyang
cukup memberikan shock terapy bagi para prilaku usaha yang
nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan
bagi penyidik. Ini berarti penyelesaian sengketa melalui BPSK, tidak
menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

UUFK memberikan kewenangan kepada BPSK untuk
menjatuhkan sanksi administrasi bagi para pelaku usaha vang
melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi para
pelaku usaha. BPSK sebagai salah satu lembaga penyelesaian
perselisihan diluar pengadilan dalam memutuskan pelaksanaan atau
penetapan  eksekusi harus tetap meminta keputusan dari
pengadilan,

Berdasarkan fakta diatas setiap konsumen yang merasa dirugikan
oleh para pelaku usaha dapat meminta ganti kerugian akibat
mengkonsumsi  barang dan/atau jasa vyang dihasilkan atau
diperdagangkan oleh para pelaku usaha, selain itu para konsumen
tersebut juga dapat menggugat melalui peradilan yang berada di
lingkungan peradilan umum serta melalui BPSK namun dalam hal ind
tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya penyelesaian
sengketa secara damai oleh pihak yang bersengketa, karena umumnya
pada setiap tahap proses penyelesaian sengketa selalu diupayakan
untuk menyelesaikannya secara damai diantara kedua belah pihak yang
bersengketa,

Menurut pendapat penulis cara penyelesaian sengketa seperti
yang telah dipaparkan diatas sudah sesuai dengan yang terdapat
didalam Undang-undang No, 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, meskipun dalam UUPK hanya membahas mengenai cara
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penyelesaian sengketanya saja, karena peraturan yang membahas
lentang air minum isi ulang sejauh ini belum ada, sehingga apa vang
dialami oleh Veny dan Diana sebagai konsumen yang merasa telgh
dirugikan dan kemudian keduanya ingin mengajukan gugatan ke
pengadilan maka para hakim dalam hal ini harus bertindak adil, karena
selain posisi konsumen di Indonesia yang masih lemah, sejauh ini juga
belum ada konsumen yang merasa dirugikan oleh para pengusaha depot
air minum isi ulang yang mengajukan gugatannya ke pengadilan.
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EAB IV —_
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikemukakan kesimpulan
sehagai berikut :
1. Pengusaha depot air minum isi ulang dapat mendirikan depot air
minum isi ulang dengan syarat-syarat antara lain :
a. Berkaitan dengan peralatan yang dipergunakan ;
b. Lokasi untuk usaha berukuran 3 x4 m ;
¢. Listrik 450 watt ;
d. Memiliki 2 tandon untuk penampungan air.
Selain syarat-syarat tersebut diatas masih terdapat beberapa syarat-
syarat lain yang harus dipenuhi antara lain :
1. Memiliki badan hukum, tanda daftar industri, serta SIUP ;
2. Mengajukan izin ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat
H:
3. Dilakukan survey oleh tim Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
4. Mengajukan sertifikasi ke Aspada.

ha

Lembaga atau instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan
untuk mengawasi, memonitor atau memantau kualitas air minum isi
ulang dan depot air minum isi ulang adalah Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau
Kotamadya. Namun pada kenyataannya, baik Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan maupun Dinas Keschatan belum mampu dan
tidak efektif dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya hal ini
dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur dengan jelas
mengenai air minum isi ulang sebagai dasar bagi Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan dan Dinas Kesehatan.

3. Proses penyelesaian sengketa yvang dapat ditempuh oleh konsumen
apabila ia dirugikan oleh depot air minum isi ulang seperti yang telah
dipaparkan pada pembahasan sudah sesuai dengan ketentuan yang
ada dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 antara lain pemberian

40
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ganti kerugian, penyelesaian sengketa melalui pengadilan serta
penyelesaian sengketa melalui BPSK, Setiap tahap proses
penyelesaian sengketa pada umumnya selalu diupayakan untuk
menyelesaikannya secara damai di antara kedua belah pihak
bersengketa.

4.2 Saran
Saran yang dapat penulis berikan terhadap Balai Besar Pengawas

Obat dan Makanan dalam memberikan perlindungan terhadap

konsumen air minum isi ulang antara lain sebagai berikut :

|. Pemerintah wajib mengeluarkan peraturan perundangan khusus
yang mengatur mengenai usaha air minum isi ulang yang meliputi
syarat-syarat pendirian, perizinan, penggunaan air baku, dan lain-
lain.

2. Pemerintah melalui Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan
Dinas Kesehatan wajib mengeluarkan suatu PP untuk memberikan
perlindungan terhadap konsumen air minum isi ulang dan
mengefektifkan kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan.

3. Pemerintah diharapkan mampu bertindak lebih tegas terhadap para
pengusaha air minum isi ulang yang secara nyata terbukti telah
merugikan konsumen dengan cara pemberian sanksi.
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Lampirat
Perihal VRKONSULTASI]

1lh, Kepala Balai Besar lengawnsan
Ohat dan Makanan

di =
SURABATYA

Pekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama inl dengen hormat

menghacapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama 1 PRASPITA PAULIN

NIM ' 99071010132
Program 81 Umu Huokum
Alamat  #le Nias II/23 Jemler,
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an. Dekan

P N
~‘~lHt’_’rn;bun[u Dekan .l

S R
= :-1 i '.rj >

1«3 el e i1
I.p-l' .:'n 6 4 ity

Itl' 3 . ].ﬂ-—-
AT
3 4,_(:__ ok
AL
S B
{]F’ 130 BOB 983
Tembusan Kepada

¢ Yih. Ketud Bagian Kedur/Pordataa. .

» Yanpg bersanghkulan
*» Arsip


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran IT

BADAN pOM

MORAT KETERANGAN

KE.01.02 880.3.3908

bl PRl ARl Ve i :T.'i'pulli (AT

| Dra. S Moo Hietatien. Apt
e i [ vl 1RT 1R
| | ]

Fembina, 1Y a

Eapala Sub Bagian Tata Usahg

Lraspita Pautm
p '-.-”.l‘i"l"'It'l_'t]I_?_‘
¢ Hukum
Lk sy 1 Jembey
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
Alamat : JI. Srikoyo No: 1/03 Telp. (0331) 487577 Fax. (0331)426624
Jember Kode Pos : 68114

SURAT KETERANGAN

Y ang bertanda tangan dibawah i

Nama : Drs.H.Nur Dajadi, Apt
NIP. : 140239 138
Pangkat/Gol . Penata Tk.1. 111/d
Jabatan Kasubdin Farmakmin

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

Vienerangkan bahwa

Nama ' Praspita Paulin
NIRM 990710101132
Fakultas Hukum
Liniversitas . Jember

I'elah melakukan konsultasi tentang masalah yang berkaitan dengan penulisan skirpsi dengan
ludul TANGGUNG JAWAB YURIDIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
VMAKANAN DI SURABAYA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN AIR MINUM ISI
JLANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Pemikian surat Keterangan i dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jember, 6 - 11 - 2003

An KERALA DINAS KESEHATAN
KABHPATEN JEMBER

KASUBDINFARMAKMIN

5,

.\'”."Q[ﬁ,li:_hlg!_&.s!i.a@jﬂﬁ
~ NIP, 140 29 |38
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KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NO. 907/MENKES/SK/VII/2002

TENTANG

SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN
KUALITAS AIR MINUM

TJAKARTA 29 JULI 2002
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REPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SO0T/MENKES/SK/VII2002

TENTANG

SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AR MINUM

MENTER! KESEMaTAN REPURIIK INDONESIA,

Menimbang @ a, bahwa dalam rangka meningkatkan darajat kesehaian
masyaraxat, perlu dilaksanakan berbagai LUpaya kesehalan
lermasuk pengawasan kualitas air minum yang ¢i kensumsi
oleh masyarakat;

b. bahwa agar air minum yang di xonsumsi masyersxat tidak
menimbulkan gangguan keszhatan perlu menetagkan
persyaralan kesehatan kuazlitas air minum:

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b larssou! diatas
perly ditetapkan Kepulusan Menteri Kesshatan lantang
Syarat-syarat dan Pengawasan Kuglitas Alr Minur:

Mergingel @ 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1884 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1524 Naner
20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
den Permukiman (Lembaran Negara Takun 1982 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 lentang Keseshatan
‘(Lembzran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3425);

4. Undeng Undang Nomor 8 Tahtn 1998 tentang Parlindungan
' Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1599 Nomar 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

"5, Undang-Undeng Nomor 22 Tahun 1889 tentang
Pemerintahen Daerah (Lembaran Negara Tanun 1939
Nomer 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraluran Pemerintah Nomoer 22 Tahun 1952 Tentang Tata
* Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1882 Nomor 37,
Tembahan Lembaran Negara Nomor 3225),

w
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7. Peraturan Pemerintah MNomor 27 Tahun 1993 lentang
Analisis Mengenal Dampuk Lingkungan Hidup (Lembaran

. Negara Tahun 1999 Nomor 58, Tamhzanan Lembaran
Negara Nomor 3838); -

8. Peraluran Pemerintah Momor 25 Tahun 2000 tentang

~ Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Prepinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54
Tambzhan Lembaran Negara 'N:umt;r 3952);

9. Peraturan Pemerintz2h Nomor 20 Tamun 2001 tentang
Pembinaa' Jan Penoswasan Alas  Panyelenggaraan

. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomaer
41, Tambahan Lembaran Negara 4190)

10, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan  Pencemaran Air dan Pengendslian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomao:

" 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161 )

11.Keputusan Mentari Kesshatan Republix Indanesia Namer
1277/Menkes/SK/X112001 tentang Organisasi ¢zn Tata Ker)z
Oepartemen Kesehatan,

MEMUTUSKAN ;

Menelzpkan | KEPUTUSAN MENTER]I KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG SYARAT-SYARAT DAN
PENGAWASAN KUAUT‘AS AIR MINUM,

. BAE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 4
Jalem Kepulusan jni yang dimaksud dengan -

L. Air Minum adalah alr yanﬁ Melalui proses pengolzhan atau lanpa proses
pengolahan yang memenuhi syaral kesehatan dan dapa! ‘angsung di
fminum.

Sampel Air adalah air yang diambil sebagai contsh yang digunakan uniuk
keperluan pemeriksaan laboralorium,

Pengelola Penyediaan Air Minum adalah Badan Usaha yang mengeloia air
Mminum uniuk kaperluan masyarakal,

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/iKota
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- . BAB Il
" RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN
. : Pasal 2
{1} Jenis air minum meliputi ; ,
. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperiuan ruman ‘angge,
Air yang didistribusikan melalyj tangki air;
. Air kemasan; '
Alr yang digunakan untuk produksi bakan makanz= raq mingman
yang disafikan kepada masyarakat:
harus memenuhi syarat kesehatan air minum,

oW

an

\2) Persyarsian kesehatan zir minum sebagaimana dimaksud pada ays! (1)
malipuli persyaratan bakleriolegis, kimiawi, radioak:if €an fisix

(3) Persyaratan kesehatan air MiNUm sebagaimanz “imaksid paga ayat (2)
\ercantum dalam Lampiran | Keputusan ini, _

BAB [l
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3
Menteri Kesehatan melakukan pembinaan takais terhadap segala keg:alan
yang berhusungan cengan penyelenggaraan persyaratan kualitas air minum,

: Pasal 4

(1) Pengawasan kualitas air minum dilaksznakan oleh Dinge Kesahatan

Kabupaler/Kota melalui kegiaten;

2. Inspeksi sanitasi dan pengambilan ssmpel air terrasux air pads

/ sumber air baku, proses produksi, jaringan gisiribusi, dan air nnuaum
isi ulang dan air minum dalam kemasan,

b, Pemeriksaan kualitas air ditakukan di lempal/ci lapangan dan atzu o
laboratorium,

<. Analisis hasil pemariksazan laboralorium dan pengamaian lapangan.

d. Memberi rexomendas/ untuk mengalasi masalah yang ditamu dari
hasil kegiatan a, b, ¢ ¥ang ditujukan kepada pPengeloia penyediaan air
minum,

g Tindek lanjut upaya Penanggulangan/perbaikan dilaxukan eleh
pengelola penyediaan air minum,

!. Penyuluhan kepada masyarakal,

=

12} Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayay (1) waib dilaporkan

Secara berkala oleh Kepala Dinas kepada BupatiMWali Kotz
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{3) Tala cara Penyelenggaraan pengawasan seSagaimana dimaksud dzlam
ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercanium pada Lampgiran ||
Keputusan ini, :

Pasal 5

(1) ' Dalam pelaksanazan pengawasan kualitas air minum, Dinss resahatzn
Kabupalen/Kala dapat menentukan parameter Kualitas air yang akan
diperiksa, sesua dengan kebutuhan dan kongisi daerzh langsspan air,
instalasj pengolahan air dan jaringan perpipaan,

(2) Pemilihan parzmeter sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan
seiwolah dilakukan pemeriksaan kondisi awal kualitas air minum dengan
Mmengacu pada Lampiran || Keputusan ini

o Pasal s
Pemeriksaan sampel air minum dilaksanakan o laboratenicm Femeriksaan
Aualilas air yang ditunjul: o'zh Peamerintah Kabupsaten/Koia,

Pasal 7

(1) Dalamy  keadaan khusus/dartiral dibawah  pengzawvase Paertiatintah
Kabupaten/Kota, apabiia \erjadi penyimpangan cari Syarzi-syaral nualitas
air minum yang ciietapkan dibclehian sepanjang lidak memoahesakan
kesehatan.

{2) Keadazn khusds/darurar sebagalmana dimaksud Pada ayat (1) yailu suale
kondisi yang tidak seperli keadaan biasanya, dimana telan terjadi sesualy
diluar keacaaﬂ nermal misainya banjir, gempa bumi, kekearingan dan
sejenisnya.

: Pasal §
Pamerintah Kabupaten/Kola calam melakukan Pengawasan dapat mangikut
sertgkan instansi terkait, asosias pangeiola air minum lerbaga swadaya
masyarakal dan organisasi profesi yang terkait.

- , Pasal 3
) Pengelola penyediazn air minum harus
. @) menjamin  air  minum yang diproduksinya memenuhi syaral
kesehatan, dengan melaksanakan pemeriksaan secara barksla
memeriksa kualitas air yang diproduksi mutai dar -
-, pemeriksaan instalasi pengolahan air:
= pemeriksaan pada jaringan pipa distribusi:
= pemeriksaan pada pipa sambungan ke konsumen;
- Pemeriksaan pada proses isi ulang dan kemasan,

4

|
]
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b melakukan pengamanan terhadap sumber air baku yang dikelolanya darl
segala bentuk pencemaran berdasarkan peraluran perundangan yang
 berlaky. 7 '

(2}, Kegiatan paﬁgawaaan cleh pengelcla sebagaimana di maksud pada ayal (1)
di laksanakan sesuai pedoman sebagaimana terlampir calam Lampiran il
Keputusan ini, /'

BAB IV
 PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pemeriksaan samipsl air minum sebagaimana dimaxksudkan ozlam
Kepulusan ini dibebankan kepada pihak pengelcla air M,  pemarintah
maupun swasia dan masyarakal, sesuai dengen paraiuran gerundang-
Jundangan yang beriaku, :

BAB V
SANKSI

Pasal 11

Saliap Pengelola Penyedia Air Minum yang maigduxkan pgerbuzsian yang
berieniangan dergan kelentuan-ketenluan dalam Keputusan ini vang dapat
mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakal dan meragikan kagantingan
Jrmum dapal dikenakan sanksi administratif dan/a‘au sanksi pidana basdasarkan
peraluran yang berlaku,

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Semua Pengelola Pen'}recia Air Minum yang telah ada harus menyesuaikan
dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini selambat-lambainya dalam
wakiu 2 (dua) tahun selelah ditetepkannya Kepulusan ini :

Pasal 12

Kelentuan pelaksanaan Keputusan Mentar Kesehatan iri, ditetapkan lebih lanjut
gengan Peraturan Daerah,
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Dengan'di!e:apkannya Keputusan ini, maka Peraturan Menteri Kesehztan

Momar 416/MENKES/Per/|X/1930 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan
Kuzlitas Air, sepanjang menyangkut air minum dinyalakan tlidak berlake lagi.

Pasal 15
Kepulusan ini berlaky sajak di:etaph_an.

Ditetapkandi JAKARTA
Pada Tanggal 29 Juti 2002

MENTERI KESEHATAN RI,

/Q»:-_—
g II . I.'.

Dr. ACHMAD/SUTUDI

" Mo L. ..f.f
I'\"I. r H-. i :-J,'
I“"n“ L -
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Lampiran |

KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN RI

Nomor

Tanggal ; 29 Juli 2002

: S07TIMENKESISK/VIN2002

'PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM

1. EAKTERIOLOGIS

Faramater Satuan | Kadar Maksimum yang | Katerangan !
diperbalehkan I
| 1 b N ' 3 | : |
|| 3, Air fdinum | t ]
| E, Colf atau fecal col Jumiah per O |' JF
- 100 ml sampel |'
l b. Alr yang masuk I |
| sistom distribusgi : l ]
| & Coliataufecalcoli | Jumiah per 0 Jl rl
100 mi sampel | |
| Toial Bakteri Caliform Juriiah par 3} [ -
| _ 100 mit sampel t
¢. Air pada sistam r
distribusi |
E.Coli atau facal 2l Jumiah par. | f l
| 100 ml sampel }
} Telal Bakieri Colitarm Jumiah per 0 [
L "] 100 ml samael [ } !
2, KivilA .
A Bahan-bahan Inorganik (yang memiiiki pengaruh langsung pada Kesehatan)
| : 2
|r Parameter ( Sn:unnl Kadar Maksimum yang reterangan i
| : diperbolohkan b
o : - il | T R
| Aniimony (mg Jliter) 0005 |' |
Ialf raksa (mg liter) 0,001 !
Arsenic (mg liter) 0,01 : |
Banum {maq diter) 0.7 [I !
— -

L

g
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Parameter Satuan . | Kadar Maksimum yang {eterangan
; diperbolehkan
1 .2 3 4
| Boren (mg fiter) 0,3
Cadmium fme fiter) 0,003
Kromium (mg Jliter) 0,05
Tembaga {mg fliter) 2
Slanida (mg / liter) 0.07
Fluarida {mg / liter) 1.5
| Timah (mg / liter) 0,01 |
Molybdenum (mg / liter) 0,07
Mikel {rng / liler) 0,02 | !
nikr'_at { senagal NO,Y (mg/f litae) 50 i /
nitril {sebagai NOy) (mg / litar) 5
| Seienium (mg / lter) 0,01 | |

[

B, Bahan-bahan Inorganik
kKonsumen)

(yang Kemungkinan dapat menimbulkan keluhan pada

|| Parameter [ Satuan Kadnrl Maksimum yang Keterangan ’
diperbolehkan
1 2 3 4 |
Armmonia mg/ 1,5 ‘
| Alumunium mgl 0,2 t
| Klorida mg/| 250 . '
Copper mag/l 1 |
Kesadzhan mg/ 500 j
Hidregen sullida mgfl 0,08 |
Hesl mgi 0.3
| Mangan mgil Q.1
| Ph : 6.5-85 '
Sodum mpl 200 |
Sulfat mg/l 250 |
| total pagatan teriarut mgh | 030 I |
| Serg mgfl | 3 |

o

-
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C. Bahan-bahan Organik (yang mzmiliki pengaruh langsung pada kesehatan)

| Parameter Satuan Kadar Maksimum yany | Keterangan |
| . diperbolehkan 3 -
1 1 2 3 4
Chiorlnated alkanes
Carbon teirachionde (ugfiiter) 2 !
Dichloromethane (ug/liter) 20 : .
1,2-dichloroethane (j2g/liter) 30 :
. 1,1,1-trichlorogthans - (ngiter) 2c00 1 |
| Ch!o‘rﬁnf{mﬂ‘ ethenas ;
| vinyl ehlorida (a/iitern) 5 =|.
1. 5-dichloroathens {jgiliter) 30 :
1,2-dichlordethane (ug/iiter) 50 i
| Trichloroethene (ugfiter) 70 I
| Tetachlorosthens (ngiter) e !
Aromatic hydrocarbons: 1 i
Banzens (ug/iter) 10 I |
Tclusne (ag/liter) 700 !
Zylenes [sgftiter) 500 !
senzolalpyrens (ugiitas) 0.7 :
Chiorinated benzenes 1
Monochlgrabenzane {(pghiter) 3cS ;
1 2-cichiorobenzsna (ughiter) 1600 |
J 1,4-dishiorobanzene  (ugfiter) 300 l
{ Tncnlorobenzenes (iolai) {1:gfliter) 20 :
Lain-lain :
di(2-ethyinexyljadipate {=gfliter) 80 i
i di(2-ethylhaxyl)phthalala (;:g/litar) 8 {
E Acrylamide (uphiter) 0.5 1
'i Epichiarohydrin (ugiter) SRR i!
| Maxachicrobutadiene (ug/liter) 0.6 |
| edetic acid (EDTA) {pghiter) 200 |
| Trisutyltin oxide {ngliter) 2 R |
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kinan dépat menimbulkan keluhan pada

Konsumen)
‘ Parameter Satuan Kadar Maksimum yang Keterangan !
| diperbolehkan 1 .
, 1 2 3 4 |
| Teluene gl 24-170 |
' Xylana ugh 20 - 1800 |
Etnylbenzene g/l 2-200 '
Styrene pg/l 4 - 26800 I
Monochlorcbenzene o/l 10-120
' 1,2 ~dichlerobenzena pgil 1=10 .
1,4-dicholorobenzens woll 03-30 ! |
Trichlorabenzenas(total) gl 5-50 f [
Lesinfektan dan hasi
sampingannya . |
Chiorine uail 800 - 1000 r
2-choloraphenal kg 0,1-10 -l
2,4-dichlgrophenal Hgl 03-40 .I
; 2,4,8-lrichlerophenal ugll | 2-2300 1
e —
E. Pustisida
; . Parameter Satuan | Kadar Maksimum yang Keterangan |
. diperbolehkan .
! 1 2 3 4 7
| Alachlor (ugfliter) 20
| Aldicarh (ne/litar) 10 !
| aldindigldrin (ngiiter) 0,03
Alrazine (uglliter) 2 .
| Bentazone {pa/liter) 30 :
| Carboluran (ng/iter) 5
.| Chlordane (a/liter) 02 i .’
l_:hI':nru{aIurnn {(ngiter) l a0 | :

10
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P ————————

Paraimeter Satuan Kadar Maksimum yang | “eterangan
diperbolehxan ! —
| 1 2 3 4
| ODT (ng/liter) 2
1.2-ditramo-
. 3=¢chioregicpans (ug/iiter) L
| 24D (uglliter) 30
| 1, 2-dicrioroprepans (nghliter) 20 !
i 1,3-dizhlorzpropens {ug/liter) 20 :I
l'=eglachior and
Heptachier epoxide (pgiitar g.c3
Hexachicrohenzane (ngilitar) 1
iseproturcn {pgliter) 3
Lindare (ng/liter) 2
MCPA (ugiiter) 2
Methoxychlor (ng/iiter) 20
Metslazhice (ug/liten) ‘10
| olinate (pg/liter) g
| Pendime:halin (ug/liter) 20 I
| Pentachlorophana (pgllitar) g '
|Parma:hrin {uglliter) 20
| Propanil {nglliter) 20
Pyridale (hgdliter) 100
| Simazine (ngfiiter) 2
, Teitiuratin (gliter) 20
' Chlorophenoxy herbicides
selain 2,4-0 dan MCPA
: 2.4:08 (ughiter) g0
i Dichlorprop (natiter) 100
| Fengprop (ngliter) 9
| Macoprop (ug/liter) 10
2457 (1ghiiter) ]

11
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. Oesinfekian dan hasll sampingannya

| Parameter Satuan | Kadar Maksimum yang Keterangan |
' diperbolehkan :
s 2 - 4
| Menochloramine mg/liter -
Shlzrine mgliter 5
Sromals {pgiliter) 25
" Chilsris (1ghiter) 200
Chlarophenol
| 2,4,8-trichiorophenci {pg/liter) 200
Formaltahydea (ngliiter) S00
Trihalomethanes
Bromalcrm {paliter) 100
Ciromechicromethans (ug/litar) 100
Bremedichicromathans {uglliter) 8c
Chigraform {ngtliter) 200
Chiorinated acetic acids
Clchiaroacetic acig {ugiitar) 50
Trichierogcetic acid (uafliter) 100
Chioral hydrate
) {richloroacetaldenyde) (kghiter) 10
| Halogenated acetonitriles
| Dichloroacetznitrile (kafiter) 90
‘ Cisrcmoacetonitrila (ngfliter) 100
Trichloracatanitle (ug/hiter) i

Cyanogaen ehioride \
(sebrgal CN) {hadiler) 70
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; Parameter Satuan Kadar Maksimum | Keterangan |
yanq diperbolehkan
1 T 3 i __|
; Gross alpha activity: (Bag/litar) 0.1
I_ 5ross Bata activily (Bglliter) 1 il
‘ 4. FISIK
Farameter ' Satuan Kadar Maksimum Keterangan I
yang diperbolehkan
! 1 | 2 3 4
| Parameter Fisik | }
| \famna / TCY 15 f
, Rasa dan bay . - Tdk berbau: dan berasa |
Temgeratur G Suhu udara + 3¢ |
ASKErUNEN NTU . 5

MENTERI KESE

MTAN Rl,
; A /ﬁ--.,

';i:: |l
e

L Dr,A,Ji D SUJUD|

o}

\ I-..L_ -'. F.
_,_.--""
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KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
Nomor : 907/Menkes/SK/VII2002
Tanggal : 29 Juli 2002

TATA CARA PELAKSAMNAAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM

Calam rengka memenuhi persyaralan kualilas air minum ssLagaimana tercanium pada
pesal 2 Kepulusan ini, meka perlu dilaksanakan kegiatan Pengawssan k.ualitas air
minum yang diselenggarakan secara lerus menerus dan berkesinamhungan agar aiwr
Yang digunakan olen penduduk dari penyediaan zir minum yang ada, terjamin
wuelllasnya, sesuai dengan pearsyaratan kualitas air minum yang tercanium dalam
Kezulusan ini,

Pengawasan kualites alr minum dalam hal inj melipuli ; .
1. Aif minum yang diproduksi oleh sualy perusahaan, balk psmérintan maupun
swasta yang didisiribusikan ke masyarakat dengan sistem perpipaan.

ma

Air minum yang dipreduksi cleh sualu perusanaan, baik pemerintah maupun
swasla, didisiribusikan kepada masyarakat dengan kemazan dan atay Kemasan s
ulang.

Keglatan pengawasan in dilakukan oleh Dinas Kesshatan KabupstervKota, yang

melipull:

i1} Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi:
Pada gir minum perpipaan maupun air minum kemasan, dilakukan pada seluruh unit
pengoiahan air minum, mulal darl sumber 8ir baku, Instalasi pengolahan, proses
HEngemasan bagi alr minum kemasan, dan jaringan distribusl sampal dangan
sambungan rumah bagl air minum perpipaan,

2) Pengambilan sampel:
sumlah, frekuensi, dan itk sampel air minum harus cilaksanakan sesual

kebutuhan, dengan ketentuan minimal sebagai berikut:
) Uniuk Penyediaan Alr Minum Perpipaan:
(1) Pemeriksaan kualitas bakleriogi:

Jumiah minimal sampel air minum perpipaan pada Jaringan distribusi adalah -

|

Jumlah minimal sampel par bulan 7

| Penduduk yang dilayani —
< 2000 jiwa 1 sampa)
| 5000 8/d 10 000 jiwa 1 sampel per 5000 jiwa
> 100 000 jiwa 1 sampel per 10 000 jiwa, ditambah
[_ 10 sampel tambahan i
et T S

14
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\2) Pemeriksaan kualitas kimiawi: _ o _
Jumiah sampe! air minum Perpipaan paia jaringan distribus! minimal 13% gari
jumiah sampa! untuk pemeriksaan bakteriologl.

(3) Titik pengambilan sampel air: _
Harus dipiiih sedemikian rupa sehingga mewakili secara keselurchan car
sistem penyediazn air minum lersebut, lermasuk sampel air baky,

2] Unidk Penvediaan Air Minum Kemasan ¢an atay Kemasan lsi ulang

Jumlzh dan frekuans sampel air mioum harus dilaksanakan sasuai kebulunan,
dangan kelentuan mimima' 32E2200 barikut:

(1) Pemeriksaan kualitas Bakteriologi:
Jumlah minimal sampel air minum pada penyadizan air minum Kkemasan =an alay
R@masan isl ulang acalah sedagai berikut:
- Alr baku. diperiksa minimal satu sampel liga bulan sekall
- Alr yang siap dimasukkan kedalam kemasan minimal sa'y sampel sebulan s=kai
- Air dalam kemasan minimal dua sampel sebulan sekal|

(2) Pemeriksaan kualitas kimiawi:
Jumiah minimal sampel air minum acalah sebagal beriku!:
- Alf baku diperiksa minimal salu sampel tiga bulan sekai
< Alr yang siap dimasukkan kedatam Kemasan, minimal sa'y sampe! sebulzn

- Alr calam kemasan minimal saty sampel satu bulan sekaj,

(2} Pemariksaan kualitas alr minum ;
Dilakukan di lapangan, dan o Leboralarium Dinas Kesehatan itabupaten/ Kota,
2iad [zboratorium lainnya yang ditunjuk.

(%) Hasil pemeriksaan labaratorium  harus cisampaikan kopaca pemakal jasa,
selambal-lambatnya 7 hari Untuk pemeriksaan mikrabiologik dan 10 hael LUK
pemeriksaan kualitas kimiawi,

(9} Pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum dapa! dilakukan sewaklu-waxziy
Sila diperluken karena adanya dugaan terjadinya pencemaran air minum yang
menyebabkan terjadinya gangguan kesehalan alau kajadian luar biasa paca pars
Kansurnen,

{8) Parameter kualitas air yang dipeariksa:
Dalam rangka pengawasan kualitas air minum secara rutin yang dilakukan sigh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maka Parameter kualitas air minimal yang herus
dipariksa di Labaratorium , adaluh sebagai barikut:
- Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan
@} Parameler Mikrobiclogi: !
(1) E. Coli
{2) Total Koliform
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Bl Kimia an-organik:
1) Arsen
2) Fluorida
2) Kromium-val.8
4) Kadmium
S) Nitrit, sbg-N
§) Nitrat, sbg-N
7) Sianica
8) Selenium

- Parameter yang lidak langsung berhubungan dengan kesehatan:
a) Parameter Fisik:
1) Bau
2} Warna
3) Jumlah zat padatienwwi (TDS) . .
4) Kekeruhan
5) Rasa
8) Suhu

=} Farameter Kimiawi:
1) Aluminium -
Z) Besi £
3} HKesacaran
1) Khlorica
3) Mangan
g) PH
.7) Seng
8) Sulfat
3) Tembaga
10)Sisa Khlor
i1)Amonia

(7] Perameter kualitas air minum lainnya selain dari Parameier yang tersesu pada
Lempiran | Ini, dapat dilakukan Femerikszan bilg diperivkan, terulama karena
acanya indikasi pencemaran oleh bahan tersebut

) Pada awal bamparaainya sualu sistem penyadiaan ajr AU, jum'tak para metsr
yang ciperiksa minimal seperti yang lercanium paca Lampizan | point &, untuk
Fomeriksaan selanjulnya dilakukan sesus| cengan ketentuan pengembilan sarmpa!
Paca angka 2 bulir 5 dan b Keputusan ini,

16
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#

Eila parameler yang tercanium dalam ‘Lampiran !l ini tidak dapat
diperiksa dj labora orium | kabupaten/kota, maka cemeriksaannya
dapal dirvjuk ke lzboratorium propinsi atau laboratorium yang
dilunjuk sebagal labaratorium rujukan, )

Szhan kimia yang diperbolehkan digunakan uniuk pengsliahan air
larmasuk bahan kimia tambshan lainnya hanya boleh digunakan
selelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat,

Hasll pengawasan kualitas air wajib dilaporkan sscara berkala olen
Kepala Dinas Kesehalan setempatl | kepada Pemernnizh
KalUpatlen/Kota setempat secara rutin, minimal setias 3 (tiga) bulan
sekall, can apabila terjadi kejacian luar bissa karens lerjiadinya
Fenurunan Kualitas air minum dari penyediaan air minum tersebul
Mmaka pelaporannya waljib langsung dilakukan, dengan lembusah
<epada Dinas Kesshatan Propinsi dan Direktur Jendaral, d

MENTERI KESEHATAN RI,

Dr. ACHMADSLIUDI

7
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Lampiran i)

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R,
Nomor : SO07/MENKES/SK/VII2002
Tanggal : 29 Jull 2002

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL KUALITAS AIR
OLEH PENGELOLA PENYEDIAAN AIR MINU

+ am .

Uniuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi parsyaratan, Pengsiaia A
Minum cengan sistem perpinsan wajlb mengadakan pengawasan internal terhadas kuzlie
a¥ yan3 diproduksinya, sesuai cengan keteniuan sebagal berikut -
1. Uniuk groduksi air minum sebesar: < 200.000 M° /Tahury Unit produksi:
*  Pada seliap reservoir (Tandon Alr) dilakukan pemeriksaan parameter:
- Sisa Khior dilakukan minimal saty kall sehari
- PH, dilakukan minimal saty kali per minggu
Daya hantar Listrik {DHL), Alsalinita §, kesadahan To:al, Co2 Agrasil, ¢an Suay
Cilakukan minimal saty kali per minggu '
- 2esidan Mangan, dilakukan minimal satu kaj per bulan biiz men/ag masaiah,
*  Padajaringan pipa disiribusi dilakukan pameriksaan petametar;
- Sisa Khlor, minimal saty kall sehari, pada cutlat resarvalr dan keorsumen imriE e
- PH, minimal satJ kali perminggu,
- Daya Hantar Listrik (DHL), minimar saty xan perbulan,
+ Hekeruhan, minimal saty kaii perminggu, -
- Total Califorms/e, Coll, minimal sany bulan sekall paza oulet ressivs * 25
cansumen terjaun, -

2, Unluk produks! air minum sebesar: » 200,000 M2 Tahunt Ui procuksi;
* Pada seliap reservoir (Tandon Airy/Stasiun Khiorinas] '@ dilakupan pemeriqzaan
paramieler ;
Sisa Knlor dilakukan minimal salu kali sehar
= pr, Daya hantar Listrik (OHL), Alkalinitas, kesadahan Toial, Col Agresil el
Suhu, ditakukan minimal sail kall perminggu
Sesi dan Mangan, Cilakukan minimal salu kali sebulan, bila menjadi masaiah
*  Paga jeringan Pipa gistribusi gilakukan pemeriksaan parameier
- Gisa KhisriOrp N pada outlet réservoir sampal dengan konsumen terjanr
dizkukan pemeriksaan 5ebenyak saly sampel par 15.000 A praduksi air minumn
= Total Califorms/E.Coli, dilakukan pemeriksaan sebanyak satu sampel pa- TEGes
M? produksi air minum
- PH, Daya Hantar Listrix (OHL), Kekeruhan, dilakukan pemariksaan ssbanya:
Saiu sampel psr 15.000 M* produksi air minur -

Lad

Hualitas Alr Baky -
Fameriksaan kualitas air baky air minum dilakukan minimal dua kall per tahun, rElaL:
parameier* .
- Total Coliforms/E.Col
- pH, DO, Bahan Organik (KMnO.), Alkalinitas, Kesadshan Total, CO: agresi, Sunu
DHL.
2esi 2an Mangan, dilakukan pila menjadi masalah,

18



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

| Wik T heptate
1 LIVERSITAS JAEd |

g

MENTER| KESEHATAN
REPUBLIK inGonssia _

Halerznzan: . % . L1

1) Uniuk memastikan efisiensi Proses khicrinasi sebelum dicisirivusikan

(2} Untuk pemeriksaan futin sisa Chior ¢asat digantikan sepzgian dengan
Pengukuran ORP, hanya jixa telah lerbuk terdapat hubungan antara Sisa
Chicr dzn ORP dan secara rutin lelah dikafibrasl, menurut sy NSEr dirnya.

t3) Berlaky K2 khize dipakai S&Jaga! desinfekian, jira tidak se.gal khicrgehas
Sizani manjadi ‘ambahan FecalfTotal coli.

Lang«an-langkan manjamin kualitas air minum oleh pengsiola penyediazn ar
FLadm melaiui sistem perpipazn, diantaranya

2] Memgergain dan menjaga kualitas air sesya! BRlUnjuk yang dibarixan Dinas
Kasshatan berdasarkan hasil pemerikszan yang teish dilakukan. g

T T " H . 5 & L

Sl ovislakiiken remelinaraan @nngan pergioaan C&N Astocoran d=n malakukar
Usena-usaha untuk mangatasi korosifitas ajr di dalam 127ngan perpipaan
secala rutin,

o) ilembaniy Felugas Dinas Kesehalan sgiemgoatl dalzm gsladsanzan
“ROgavasan Ruziitas air dengan memoeri kemudahan FRILGRS meimaoun .
emngE-tampat cimang l.gas Jengawasan sushtas agir C.laxsznakan

= 1WEN3E hesil cemeriksaan $3lizp sampal air, meliputi fempan FIngamsilsn
Serngel (permukiman, 12lan, nomar rumah, itk sampling),  wa=y
2ngamailan, hasil analisa Pemeriksaan laboratorium \2rmasux metogs yeng

I, dany PeNyimpenzan sarameier,

&l Menginmikan Suplikal pencataizn repada Dinas Kasehaan selemusl
Jorumen Ini harus cisimpan arsipnya untuk masa selama miaima: 3 tahun,

HATAN R,
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